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ABSTRAK
Putusan Mahkanoah Internasroea! N.o.102 T"-rtangga! 1? Desemher 2002

dalam Sengketa Kedaulatan Atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan arfiara
Indonesia v Malaysia telah menjadi pelajaran buruk bagi keutuhan wilayah NKRI,
berkenaan dengan kekalahan atau lepasnya dua pulau yang sebenarnya berada di
dalam lingkungan .,'rilayah teritorial Indonesia. l,epasnya pulau Ligitan dan pulau

Sipadan karena pernerintah Indonesia tidak dapat membuktikan pendudukan atau

penguasaan secara efektif ke dua pulau di perbatasan NKR[. Walaupun jika
berdasarkan pada ketentuan formal hukum laut internasional, sebagai sebuah

negara kepulauan yang berwawasan nusantara, batas wilayah di laut harus

mengacu pada UNCLOS (Untted Nations Convention on the Law of the Sea) 1982
yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dalam rangka menjaga

keutuhan wilayah negara. serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
wiiayah ircrtaiaaii, iiiaka periu perigeioiaaii puiau-puiau keeii teriuar dengan

memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya,

hukum, sumber daya manusiq pertahanan, dan keamanan.
I. PE,NDAI{I-[,I-IAN
A. Latar Beiairang Fiasaiah

Mahkamah
Internasional No. 102 Tertanggal 17

Desember 2002 dalam Sengk^eta

Ke<iauiatan Atas Puiau Ligitan cian

Pulau Sipadan antara Indonesia v
Malaysia telah menjadi pelajaran
k"..'L Loai Lorrfrrlro- .trilotroh NILPTvsi a vs6r r\vglurrBrr vrrrrJul I lru\r,

berkenaan dengan kekalahan atau
lepasnya dua pulau yang sebenarnya
berada di dalam lingkungan wilayah
+^-i+^-i^l r-l^-^^:^ D,,l^,. ^:-^l^-UtvI I tUl latl llt\tUl lt/J1(t. I tII(llI DTP([LICIIT

dengan luas 10,4 ha terletak 15 mil
laut (sekitar 24 km) dari pantai
sabah (malaysia) dan 40 mil laut
/ t r, a l I --\ l---: -----L-l .---l---
\seilun ()+ Kril/ uarl palrurt pulau

rlnillR rm0N[$I[

sehatik (Indonesia) Sedangkan
puiau iigitan <iengan htas 7,9 'na

terletak sekitar 2l mll laut (seikitar
34 km) dari pantai sabah (malaysia)

dan 57,6 mil laut ("sekitar 93 km)
<iari pantai puiau sebatik
Persengketaan antara Indonesia
dengan Malaysia, mencuat pada

tahun 1973 ketika dalann pe#emuan
teknis hukum laut antara kedua
negara, rnasing-masing negara

ternyata memasukkan pulau Sipadan
.{^- -.,'t^.. r:.;+^- kC dalam baiAS-(l4rr lrur4u trt$ll4lt

batas wilayahnya. Alasan
Mahkamah Internasional yang
memenangkan Malaysia dalam
seiigkeia Puiau Sipa'iaii dair Puiau
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Ligitan dengan Indonesia,
didasarkan atas gabungan dari
pendekatan searity opprooch da-tt

prosperity approach dengan basis
pendekatan lingkungan hidup
(ewironment approach)- Yakni
rrrFrrca^rr nnrlq nprfitrlroncania^vut Ev$

""effectivitee", bahwa pemerintah
Inggris telah melakukan tindakan
administratif yang nyata sebagai
,,-,;,,J l-^,1^,,1^+^--,,^ I.^-.^^w uJ rru avwulcar(lrury o, uvr uP(r

penerbitan ordonansi perlindungan
satwa burung, pungutan pajak
terhadap pengurnpulan telur penyu
^^i^t_ a^1^---- 1r\1r\ ^- l^.. ^..^-^-i}rrJar\. Euluu t7)v-(lu) uau uP{irasl

mercusuar yang dilakukan sejak
awal tahun 1960-an.66

Kini putusan Mahkamah
internasionai yan5 memenangkan
status kepemillikan kedua pulau itu
kepada Malaysia tersebut telah
bersifat legal and binding atau
mengikat secara hukum bagi keciua

pihak yakni Indonesia dan
Malaysia. Persoalannya bagi
kepentingan Indonesia adalah disatu
pihak mcma.ng putusan Ml tcrscbut
telah rnemperjelas status dan
kedudukan Pulau Sipadan dan
Ligitan sebagai milik Malaysia;
Namun dilain pihak putusan IvII
tersebut terimplikasi bagi
pemerintah Indonesia khususnya
tentang pelaksanaan prinsip ffictive
aann'nnlinn "af"L n..lor.-n.rlouvrv elruo ...i, q[!sA lrsrBs-lrqreu

terluar lainnya agar tidak terualng
lagi pada sengketa yang serupa.
Diketahui data geografis Indonesia
*^-,,-:,.1,1.^- ^^1.i+^- 11 <AZ L.,^Lrrt9rruuJLurRctll DgAttatt L r.Jvw l.ruatl

pulau dan dua pertiga wilayahnya
berupa lautan. Dari 17.506 pulau
tersebut terdapat pulau-pulau terluar

lttp:l/han6iarn.kompasiana.conr/20 I I /04/l 3/s

engketa-perbatasan-indonesia-malaysia-
tegas-saj a-belum-cukup/

yang menjadi batas langsung
Indonesia dengan negara tetangga.

Hasil snrv. ei Base Painr atau Titik
Dasar yang teiah <iiiakukan
DISHIDROS TNI AL, untuk
menetapkan batas wilayah dengan
npoqrq tctqnacq tarrlonat '! e? titiLiiuScio .v.6ii56*, .vi vrHsr

dasar yang terletak di 92 Pulau
terluar, sisanya ada di tanjung-
tanjung terluar dan di wilayah
^^^+^;67 I-\^!,+-i* D{Iotair:l
Piiiiiiii. aiv^airrl LJJvut.vc

Occupation dalam hukum
internasional mengajarkan bahwa
kepernilikan wilayah ditentukan
^l^1- --^---- ^t^- ---ll^--^L ---.--oiei-r ll(,l1gua5a4,l a.at wttdy:d.tt ydttB

diduduki secara efektif
B. Perumusan Masalah
1. Apakah doktrin effective

ocupation <iaiam hukum
intemasional dapat menjadi
dasar pertimbangan hukum
untuk mempertahankan masa

<iepan Puiau-puiau Teriuar yang
ada di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia Khususnya
di perbatasan provinsi Sulawesi

Uta.ra"'l
2. Bagaimana upaya pemerintah

dalam melaksanakan doktrin
effective occupation untuk
Prrlqrr-nrrlar Terlrtcr trqno qda dii -i-u

wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia Khususnya
di perbatasan provinsi Strlawesi
T Tt-.o 9Lr tere I

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui prinsip

doktrin e/fective occupation
l^l^- L,.l--.* i-+^*^^i ^-^la.laiai Il iiuKtu u r I I l9r tlal.Jlullall..

Untuk mengetahui upaya
pemerintah Indonesia dalam
pelaksanaan prinsip ffictive
occupat ion khususnya kebij akan
terhadap pulau-pulau terluar.
Metode Penelitian

2.

D.

u'IE
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Metode Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian
huhrm dari -sr:dut yr-ridis nonnatid
karena titik toiak peneiitian a<iaiah
pada aturan-aturan hukum positif dan
asas-asas hukum beserta doktrin
afqrrnrrn aiqrqn nara ohli fpdrpmrrlraw!*ePert sJrAqr

yang sering dipraktikkan dalam
interaksi masyarakat internasional.
Penelitian akan menggunakan
*^+^x^ a*arr I.^-:^rll9ut\,!19 4tL4 wcrl(l AvrJca ] uLtb

sistematik dan terarah dengan
menggunakan putusan arbitrase
internasional ataupun putusan
---^I^r----^t- :--L^*^^:^-^1 -^l-^-^:ltrililKalrrall tllttrrilasrutr4r btru4Bat

sumber hukum sekaligus menjadi
pedoman untuk analisis.

Keseluruhan rangkaian
kegiaian peneiitian, pada <iasarnya

ditujukan pada pengumpulan bahan
hukum, mengolah dan
menginterpretasikannya sebagai
upaya memberikan pandangan
yuristik yang terdapat di dalam
permasalahannya. Sumber informasi
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah- daJa sekrrldar berupa
Konvensi dan perjanjian-perjanjian
tambahan lainnya, buku-buku
literahr, kumpulan berbagai artikel
rrqno herhrrhrrnoen denonn rnasalah

yang di bahas. Informasi tersebut
kemudian diolah dan dikaitkan
dengan konsep-konsep hukum. Hasil
.ro-- ,li-o.^loL li+'.o- nlron La rlolom
tetrS urlryrvtvlr srltett6^eE Av wlqlr

pemikiran yuristik. Oleh karena
dalam penelitian yang bersifat
normatif tidak dikenal data, maka
L^L^- L,-l--,-^ .--r.1- -^-^1j+:^- :-:uq.lrctlr urlArltrr tlrttutr lJEittgtrtl4rr rlu
dan diperoleh melalui studi
kepustakaan yang berupa putusan
arbitrase internasional dan
----l-I -,--l- T-/-.,----:-.--I A--. t---.:!manrframarl filtcrnastonal Clan naslr-
hasil pe{anjian tambahan yang
mengandung kelemahan yang diduga
masih hersifat kontrov. ersial baik
<iaiam iingkup nasionai maupun

internasional. Pengolahan data
dilakukan secara deduktif yaitu
ketentr:an-k-etentua-n umtJm di ura i ka-n

secara irebas, seiar{umya hasiinya
dianalisis secara kualitatif yaitu
melalui pembahasan atas literatur-
lifarafirr rreno qrla rlon rliaornhar-Lani i awi Ere^ J 4iib os* eer! stbwu

secara deskriptif.
I TINJAUAN PUSTAKA
Implikasi Ilukum

I\.{;.;^;UUlUltJl :*-l:1.^-:ruryrl[(lJr
dirumuskan sebagai "yang termasuk
atau tersimpul, atau yang

disugestikan tetapi tidak dinyatakan.
tl^L^ c(l-^-j-----t:1-^-:r, l:----r-^,,11---i\aiii usrllllpllKel,sl urlllilKbuu(all
sebagai mempunyai implikasi atau
mempunyai hubungan keterlibatan.
Kata "terimnlikasi" berarti termasuk

... 68aiau tersimpui"."" Padanan kaia
implikasi ialah kata "hukum",
sehingga menjadi implikasi hukum.
Dengan demikian jika dihubungkan
<iengan topik yang menjacii pokok
penelitian ini yakni "Putusan
Mahkamah Internasional ICJ
No.102-2002 Dalam Sengketa

K_edauLa.tan Atas pulau l,igikn- dan
Pulau Sipadan antara Indonesia v
Malaysia dan implikasinya Pada Hak
Kepernilikan Pulau-pulau Terluar di
Provinsi Slar.."-si Utara ((Kuiian
Yuridis Pengembangan Doktrin
Effective Occupation dalam Hukum
Internasional) "implikasi hukum
berarti tersimpul aCanya hubungan
hukum.
Wilayah Negara

Negara merupakan subyek
hulium internasional -yaiig pertama

dan terutama . Sejalan dengan posisi

tersebut negara juga merupakan
pelaku utama hubungan internasional.

* http:
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja, bahwa : 

6e

"Dialtara sek:an banyak
hubungan antar manusia
atau kelompok manusia ,
hubungan resmi diantara
nacqm-np(Iefq lrAn(}iiwS4io iiw6*ra J *.b

menonjol dan menjadi rusan

utama dari hukum
internasional, sebabya
^A^1^1" l,^---^,{:l:L^+ c4^4r4(iWaLiuTT i\(1lvlrc rllrrulal Jwoa

politis yurisdis negara-
negara dengan kekuasaan

teritorialnya yang mutlak
t_-- __^_^--^r: J-!----uzul llluilUlrull uiolaljt
penggunaan kekuasaan
merupakan pelaku utama
dalam masyarakat
internasionai <ian hubungan
atrtxa pelaku-pelaku yang
lain hanya rnungkin bila
diperkenankan oleh negara".

Daiam ireberapa iiteratur, beberapa

sarjana telah mengemukakan arti
negara dalam benfuk batasan/definisi
atau kriterianya saja, misalnya : J.L.
Rnerly meu:!"loan ba.tasan negan
sebagai suatu lembaga (institution),
sebagai suatu wadah di mana mantrsia

mencapai tujuan-tujuannya dan dapat
rnclalrcqfi qLqn lreoiafnn-lre<riatannrrai:ili-i-G&ai-r-.i

Henry C. Black mendefinisikan
secara lengkap bahwa : negara

sebagai sekumpulan orang yang
6a^dro tuffiohan *o-omnoii srr {ar-vvliira i*aiiErrvrr rltvtrvtrllEu 9@!u

wilayah yang tetap, diikat oleh
ketentuan-ketentuan hukum yang
mealui pemerintahnya mampu

-^-:^l^-l-^- 
l-^l^-,1^+^--.'^iiieiijaiiiitiir.arr rrgtr4utct{uurJr4 yallE,

merdeka dan mengawasi masyarakat

dan harta bendanya dalam wilayah
perbatasannya, mampu rnenyatakan
peiang riari damai, s;crta fiiairipu
mendakan hubungan intemasional

6S--"' Mochtar Kusumaatmacijq Pengantar
Hukum Internasional Hlm.

dengan masyarakat intemasional
lainnya.To

Dari penda-Pa-t Para Pentilis cl-i

atas mengenai negara, maka Yang
harus dimiliki untuk dapat dianggap
sebagai negara yang meruPakan

sub;,ek penuh hu-kum internasional,

sama dan sejalan dengan klasifikasi
yang telah ditetapkan dalam

Cotwention on the Rights and Duties
af States, yang diadakan di
Montevideo tahun 1933, dalam article
(1) disebutkan bahwa bagi
pembentukan suafu negara Yang
inerupakai'r subjek iieiiiili liuki.riii
internasional diperlukan unsur-unsur
konstitutif sebagai berikut:
A, permanent PoPulation
(Pentiuriuk yang Teiap)

Dalam unsur kePendudukan ini
harus ada unsur kediaman secara

Gtap. Penduduk yang tidak mendiami
suatu wiiayah secara tetap <ian seiaiu

berkelana (nomad) tidak daPat

dinamakan penduduk sebagai unsur
konstitutif pembentukan suatu negara.

Ya.ng mangik-a:t. seseorang deagaa
negaranya ialah kewarganegatmn
yang ditetapkan oleh masing-masing
hukum nasional. Ada tiga cara pene-

apan k-e.,rsarganegaraan ses,;ai h';k-uno

nasional yaitu:
(1) Jus Sanguinis

Ini adalah cara Pelletapan
!.er,orcanecaratn melaluiAVV+q6'errv6

kefurunan. Menurut caru ini,
kewarganeguaarfi anak
ditentukan oleh kewarga-
negaraaii oraiig tua mereka.

Q) fus Soli
Menurut sistem ini
kewarganegaraarL seseorang

diieniuirari oieii teinpat
kelahirannya dan bukan

'oiienry Campbaii Biack, Biack's Law
Dictionary, Hlm.1262
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kewarganegaraan orang
tuanya.

{3) Nutu-ralisasi
Suatu negara memberikan
kemungkinan bagi warga
asing untuk memperoleh
lrerrrqrcqna(yrfqqn cefemnqf

setelah rnemenuhi syaratsyarat
tertentu, seperti setelah
mendiami negara tersebut
,{^l^* .,,^1,+., ,,^-- ^.,1-,,- t^,-^q4rll woalrl JaurE wulu!, 14r[61

ataupun melalui perkawinan.
Merupakan suatu ketentuan hukum
positif bahwa suatu penduduk

: l--i- ------z--1-^-- -^-:1-[rEurpurryal rlill( ltlriltgtlt uniilr rla5lu
sendiri, menjadi merdeka dan
menentukan sendiri bentuk dan
corak pemerintahan serta sistem
perekonomian <ian sosiai yang
diinginkannya. Hukum
internasional tidak menentukan
berapa harusnya jumlah penduduk
sebagai saiah satu unsur konstitutif
pembentukan suatu negara.
A defined territory (Wilayah
Tertentu)

Tid* aka,n a.da ncgara tanpa
wilayah. Oleh karena itu, adanya
suatu wilayah tertentu mutlak bagi
pembentukan suatu negara. Tidak
rn,ugkin fu s,;at: negara tanpa
wilayah tempat bermukimnya
penduduk negaru tersebut. Wilayah
suatu negara terdiri dari daratan,
lorrfoa .la- ,..lo.o ,{: o*oonrro,qg@Lr wu quae gr gl&rrJr4.

Konferensi PBB III mengenai Hukum
Laut telah mengelompokkan sebagian
besar negara di dunia atas 3 kelompok
-,^:+.. l.^l ^*-^1. -^ -^- -^-+^:yaulu fi.grurrrl Jr. rrgts4r(r-rr(,5an.r panrt&t

(the coastal states group) negara-
negara yang tidak berpantai (the land-
locked states group) dan negara-
negana sceara gpografis tidak
menguntungkan (the geographically
disadvantaged states group). Wilayah
larfi,an afas mana suatrr negam
mempunyai kedauiatan penuh

biasanya terdiri dari perairan daratul
laut pendalaman dan laut wilayalL
qedanokan wilavah rrdara adalah

uriara yang beraria <ii atas wiiayah
daratan dan bagian-bagian laut
tersebut.
fln rorn monf fDamanin*o ho n)v v r vr rtur!ff ] \i vlrvr r[!qlsu,r,

Bagr hukum intemasional
suatu wilayah yang tidak mempunyai
pemerintahan tidak dianggap sebagai
drr^n! 66d6'6 ,{^l^* ^-+i l-^+^ .,^--J(J4!|.J rrv64l(l \r(lrcfrrl (,tll i(rt4 Ju6

sebenamya. Yang dimaksud dengan
pemerintatq biasanya badan eksekutif
dalam suatu negara yang dibentuk
---^l^A-i ---^- 

l--- l-^-- -L:L--: ^-^1 --..r-t-rll5lanul plusguur LuusutuDluu4r urrtur(
rnenyelenggarakan kegiatan-kegiatan
yang ditugaskan rakyat kepadanya.
Dalam hubungan antara pemerintah
<ian rairyai ini yang ciiingini<an oieh
hukum internasional ialah bahwa
pemerintah tersebut mempunyai
kekuasaan yang efektif atas seluruh
pen<iutiuk dan wiiayah negaranlra-

Yang dimaksud dengan efektif ialah
pemerintah tersebut mempunyai
kapasitas riil untuk melaksanakan

semua. trurgst kenega:a.an tcrmasr-rk^

pmeliharaan keamanan dan tzta
tertib di dalam negeri dan
pelaksanaan berbagai kornitmen di
l,;ar neg";i. Perlu dicatat bah.la suat';
negara tidak langsung (otomatis)
berakhir sekiranya tidak mempunyai
pemerintahan yang efektif karena

'*ronft corrrlq-o oforr lirltrrl..Li 
^1oL*Nrgr\E teswle 4Bu uuuulN ulvtt

kekuatan asing. Somalia yang tidak
lagr mempunyai pemerintahan
semeniak digulingkannnya Presiden
r\tr^L^-^J (1:^l D^-^ ^l^L r^-l^-^lrvrutrulr.lu ora,u rrar.lrg utgtl Jgrt(rtitaut

Farah Aideed pada tahun 1991 masih
tetap berstatus sebagai negara dan
tetap anggota PBB. Demikian juga
l-_t -l- --- tr_---l- :_ _1)narrr)ra qcflgan A.amDoJa scwaKtu
dipimpin oleh Supreme National
Cotmcil (SNC) yang dibentuk sesuai
Pe{anjian Paris 1991. SNC aelalah

suatu pimpinan yang bersiiat interim
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yang menjelmakan kedaulatan

nasional Kamboja selama Periode

tra-nsisi sampa-i p'a&' pemil'-r yar$
<iiseienggarakan oteh Untted Nattons

Transitional Authority in Cambodia

(tlNTAC) bulan Mei 1993 dan Yang

selanjufiri'a diikuti dengan pembuatan

Konstitusi oleh Dewan Konstituante

dan pembentukan Pemerintahan baru

Di samping itu Kuwait yang diduduki

tidak kurang PentingnYa Yaitu

kapasitas untuk mengadakan

hrst:nga-n denga-n negara-negara lain'

Daiam konsePsi ini, maka waiauPun

salah satu unsur sePerti wilaYah

tertentu belum terpenuhi karena dia

mempunirei kapasitas ini dia dapat

diakui sebagai negara. Namun sebagai

akibat perkembangan hubungan antar

negara yang sangat cepat, ketentuan

I:,Jn-"enii L{ontevideo i'ang bensikan

unsur kapasitas tersebut sudah agak

ketinggalan dan di ganti de18{
kedailatan sebagai unsur konstitutif

keeii:rpat Pernbentiikaii fia$atd

mengingat artinYa Yang sangat

penting-dan ruang lingkup yang.lebih

iuas. Suatu negatadapat saja lahir dan

hitiup tetapi itu beium berarti bahwa

negara tersebut mempunyal

keiaulatan. Kedaulatan ialah

kekuasaan tertinggi yang dimiliki
oieh suatu negara untuk secara bebas

melakukan berbagai kegiatan sesuai

kepentingannya asal saja kegiatan

teisebut tidak bertentangan dengan

h-uk-rut internasioml: Sesual k-onseB

hukum internasional, kedaulatan

memiliki tiga asPek utama , Yaitu:

ekstem, intem dan teritorial'

{l} Aspek ekstern ked-sulatqn adalah' ' 
tra^t bagr setiaP negaru untuk

secara bebas

menentukan-hubun gannYa dengan

krbagai negara e.tau kelomPck-

kelomPok lain tanPa kekangal
tekanan atau Pengawasan dari

negara lain.

i2) Aspek iiiierli kedaulatait ialah

hak atau wewenang eksklusif

suatu negara untuk menentukan

bentuk lembaga-lembaganYa, cara

iarja iein'oaga-icmbaga tersebut

dan hak untuk membuat undang

undang Yang diinginkarmYa serta

tjnclakan-finrlakan rtntrtk ffrolrrB:

tuhi.

Irak bulan Agustus 1994,

statusnya sebagai rrcgata

berubah walauPun tidak

mempunyai Pemerintahan
walaupuii ,ii,iuduki olelt kekiiatai-r

asing. Contoh diatas menunjukkan

bahwa tidak adanYa unsur

pemerintahan dalam suatu negara

iidai< berarti bahwa negara tersebui

sudah lenyaP dari Permukaan bumi'

Dalam keadaan normal hukum

internasional tentunya mengharapkan

arianya suatu Pemerintahan Yang
stabii, efektif dan diPatuhi oleh

penduduk seluruh wilaYah negara.

M. PEMBAHASAN
A. Doktrin effestive ocupatian

dalam hukum internasional
sebagai dasar Pertimbangan
hukunr

pasal 1 (snrysnqi lr4ontevideo

27 Desember 1933 mengenai Hak-

hak dan Kewajiban Negara

menyebutkan bahwa unsur konstitutif

ke=rtbagi pmbntukan negara adalah

capacity to enter into relations witlt
ofhe, states. Konvensi Montevideo

ini merupakan suatu kemaiuan bila

dibandingkan dengan konsepsi klasik
pemberaukan negara Yang hanYa

mencakup tiga unsur konstitutif yaitu

penduduk wilaYah dan Pemerintah'
Bagi Konvcrisi ierse'out i=tiga unsur

itu belum cukuP untuk menjadikan

suatu entitas sebagai negara Yang
mereleka dan berelaulaf. OIeh karena

itu, diperiukan unsur rambahan yang

uiiSi.ir

tidak
lagr
dan
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Q) Aspek teritorial kedaulatan
berarti kekuasaan penuh dan
eksk-lu-sif y?ag dimilik-i oleh
negara atas indiviriu-in<iiviriu cian
benda-benda yang terdapat di
wilayah tersebut.

Ittrlqh lrncrrr-rrnerrr lrnnctitrr+if
arv!ru!r9$lra

yang diperlukan bagr pembentukan
suatu negara dan gabungan unsur-
unsur tersebut telah menjadikan

^-L^^^: ---,,1" L^r.rrvts.tf,4 Jwualbut lrvurw64uS Pvraur u4

dan kewajiban dalam hukum
internasional. Namun, perlu dicatat
bahwa dengan berkembangnya
--^^--:-^^i ^--^--:^^^: l-t--^-l-,-^7urBarrI$asr-urBilrilsasr lrrttrlllaslulran
apalagi yang bersifat supranasional,
kedaulatan tidak lagi dapat diartikan
secara absolut. Keanggotaan suafu
negara pada berbagai organisasi
internasional banyak sedikitrya telah
membatasi kedaulatan rrcgara
tersebut.

Putusan Mahkamah Internasionai
Mahkamah Internasional

dalam penyelesaian kasus ini
menolak argumentasi Malaysia
ba.hwa kedua BulatJ- sengketa pema.h
menjadi bagian dari wilayah yang
diperoleh Malaysia berdasarkan
kontrak pengelolaan privat Sultan
Sulu rlenoqn Sen-

OverbecklBNB C/In ggris/Izlal aysia.
Mahkamah juga menolak
argumentasi Malaysia bahwa kedua

^..1o, farmocrrl: r{olo- .rrilo.roh
f,Sreg avrlIegBA u4r@rt ftt\@J@tt

Suln/SpanyoVASllnggris yang
kemudian diserahkan kepada
Malaysia berdasarkan terori rantai
l-^-^-:1.:1-^ - / /a l- -. ;-^ ^.1' 11; tl ^ 7r- ^ ^ - 

.\IrsrlJerrrrltllarrr \L,ttcitft uJ I rctc r rc9ary).
Menurut Mahkamah tidak satupun
dokumen hukum atau pembuktian
yang diajukan Malaysia berdasarkan
-t-.l:l ----l-, 1 1 1 /qarlr pcn] rra.nan Kc(rauratzul sccard
estafet ini memuat referensi yang
secara tegas merujuk kedua pulau
senqketa Mahkamah Interna.sional" o

juga menoiak argumentasi ineionesia

bahwa kedua pulau sengketa
merupakan wilayah berada di bawah
keh;asa-an Belanda berdasark-a-n

penafsiran atas pasai IV Konvensi
1891. Penafsiran Indonesia terhadap
garis batas 4" 10' LU yang
memnfnnc P (ehotilr

sebagai ailocation line dan berlanjut
terus ke arah timur hingga
menyentuh kedua pulau sengketa
;,,^^ +,1,1^l- ,l^-^+ A; +a-i..a
JW6L ltw^ weyuL ur ]urllrcr

Mahkamah. Kejelasan perihal status
kepemilikan kedua pulau tersebut
juga tidak terdapat dalam Memori
---- rrt- ^l: -1-r.:- - T'l^1^ I r --- ^-: ----vam ruElrurr.tlrB. rEl.tt rvlglrlurl vau
Toelichting yang memberikan
ilustrasi sebagaimana penafsiran
Indonesia atas pasal IV tersebut
diniiai iiciak memiiilci kekuatan
hukum karena tidak menjadi bagian
dari konvensi 1891. mahkamah juga
menolak dalil alternatif Indonesia
mengingat ke<iua puiau sengketa
tidak disebutkan di dalam perjanjian
kontrak 1850 dan 1878 sebagai
bagian dari wilayah Kesultanan
Bulungan yang drserahkan kspada
Pemerintah Kolonial Belanda.
Penguasaan efektif dipertimbangkan
sebagai masalah yang berdiri sendiri
dengan tahun 1969 sebagai critical
date mengingat argumentasi hukum
zu maupun argumentasi hukum
Malaysia tidak dapat membuktikan
Lloi- Lo^o*iliLo- *ooi---*ooi-cnreittl Avl^rrutt^ert rrreJra16-rrreoli16

atas kedua pula yang bersengketa.
1. Berkaitan dengan

pembuktian effectivities Indones
:^ r r^Ll-^*^L *^--.:*-,.1t-^-ro, rvlanln'aalrr(t.-tr tltgrtyrruPurrrcrr
bahwa tidak ada bukti-bukti kuat
yang dapat mewujudkan
kedaulatan oleh Belanda atau
n l- c:.-- -t- -t- n 1-rurau Drpagan oarl rurau
Ligitan. Begitu pula halnya,
tidak ada bukti-bukti dan
elokr.tmen ote.ntik yang elapat

menunjuickan aiianya beniuk <ian
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vo,ume i, i.ro 4, SllXtlif't1tl".l'[T]'t;}3fr i 
zorr

wujud Pelaksanaan kedaulatan

Inionesia atas kedua Pulau

Oi*ut."a hingga- ta'hun 1969'

ivfuirtu*'i' ti<iak daPat

*"rguU"it ' fakta bahwa UU

r.i". ?lPtPl196o tentang Perairan

t;;- ditetaPkan Pada - 
18

i'"uI-rruti 1960-Yang meruPakan

oroduk hukum awal bagl
tp"r"gr."' 

konseP kewttaryll
iVo'*.on )iusantara, juga tldaK

*"*"t*ft"' SiPadan-Ligitan ke

Jutu* witaYah Negara Kesatuan

RePublik Indonesia'

2. Beikaitaii derrganL' 
I.*Urt i* effectivities MalaYsi
'u- 

-- 
Vrutttumutt menYimPulkan

bahwa sejumlah dokumen Yang

iiiaiukan menunjukien a<iarYa

#;;; tindakan Pengelolaan

;;* berkesinambungan dan

damai Yang dilakukan

pemerintah koioniai Inggrls

iejak 1917- Seranglaian- upaya

i"'-*i. tersebut terwujud dalam

U.iirf. tindakan legislasi' quasl

Yt Oi*iut, dan a'dmr-mstrasi atas

[.auu Pulau sengketa' sepertl : 
,

';' PengutiPan PaJaK

terhadaP kegiatan

P"-nangkaPan Penlnr

dan Pengumpulan
telur Penyu sejak

r9l7 '

b. PenYelesaian songketa

dalam kegiatan

PengumPulan -. 
telur

Penyu di P' SrPaoan

Pada tahun 193C,-an,

c. PenetaPan P' SiPadan

sebagai cagar burung'

dan
d' Perrlliaiigurraii dan

Pemeliharaan
mercusuar sejak tahun

1962 di P' Sipaclan

dan Pada tahun 1963

di P' Ligitan

Dalam mengk^aji bukti-bt-tlt-t

huk; sebelum i969 Yang

or."""iuttun adanYa ffictive
o,r"upitirn ata' 

';|ffi:*:XSipadan-Li git"at",

#****angkan bukti-bukti Yang

ili ;il" k"dua=ne gara' vakni :

1. Indonesta'n"oguit'ku1.bry:
b'uldi adary*a Patroii :1
Belanda di kawasan lil oarl

,"tt"" 1895 hingga l??1'

termasuk kehadiran kaPal al
Beiaii'Ja LYrx ke SiPadai'

Pada November-Decemoer
igzt; dan adanYa survel t

t id'ogrun kaPal P:t'i&
Macasser di Perairan liPlcian
Ligitan PadS- --gkt:o::;
NJvember 1903' Patrgl' 

-11t

aifuniutt* oleh Patroli TNI-

Ai. 
"Stiuin itu' buirti Yang

diajukan adalah adanYa

kegiatan Perikanan "ll*t
iniott"tiu Pada tahun 1950-

1960an d;n loahksq awal

l97}an'
2. MalaYsia mengajukan.buktt-

bukti beruPa bukti hStcum

Inggns -laksri T';rtle

Preservationbrdinance l9l7 ;

perrjinan FaP1J 53f"
kawasan SiPaddn Ltgtan;

legulasi suaka br':ng +'shun

tgil dan Pembangunan- :uar
Pada tahun $!t .dan 

1963'

Semuanya adalah . Pfoduk

hukum Pemenr'tah \olonial
Inggris, bukan MalaYsta' .

Sebelum tn"nitui bukti-,9ukti

Indonesia, fvfat'Lamatt Internasional

;;;;;'# banwa uu. +r+ 
1,roo

tentang n"gi'i kePulauan - 'tidak
*"*J","*k* SiPadan-Ligitan

;;;;i *iliblnehnesia' Mahkamah

berPintiangan hai ini reievan
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terhadap kasus pulau Sipadan-
Ligitan karena lndonesia tidak
memasu*klarurya dala-m suatu
perundang-undangan nasionai.
Terhadap patroli AL Belanda,
Mahkamah berpendapat bahwa hal
ini menrnalran herrien Aqri lotihan

bersama atau kesepakatan bersama

dalam memerangi perompakan,
sehingga tidak bisa dijadikan dasar
-^-^^;,,^- l,t^;* I\ it^-^--^; l.-^;^+^-
ltttt6o-l u4tl Ncrlul. lvrvrr59116ll avSr4Eu

perikanan nelayan Indonesia,
Mahkamah berpendapat bahwa
"activities by private persons cannot
L- ----- -- ^a:l:^ -ri--:zl :,t,1---. J^ -^-tuv seen us uJJe.-ttvue, u lttey uu ttut
take place on the basis of fficial
regulations or under governmental
authority" Oleh karena kegiatan
tersebut bukan bagian dari
pelaksanaan suatu perundang-

Indonesia atau di bawah
otoritas Pemerintah, maka
Mairkamah menyimpuikan bahwa
kegiatan ini juga tidak bisa dijadikan
dasar sebagai adanya effective
occupation. Mahkamah
berpandangan bahwa berbeda. dcngaL
Indonesia yang mengajukan bukti
berupa sejumlah kegiatan Belanda
dan rakyat nelayan, Malaysia
nnengaj,;kan b,:kti ber';pa s{,snlah
ketentuan-ketentuan hukum.
Ivlahkamah menyatakan bahwa
berbagai peraturan Inggris tersebut
*o-t.-ittLLo- orlan.ro crrotrriiivrimj.,mai 4r.EtrJ.@ Jq4l4

"regulatory and administrative
assertions of authority over territory
which is specified by name".
E-^-^: 1-^-,.c,^^- :-: L.,1-^-t^L
-Esgiisl l\gPtlltrt.lrr llll lrl'lrl..urta,rl

seperti yang dinyatakan sementara
kalangan yakni bahwa negara harus
memperhatikan lingkungan hidup,

1-- ----- -l ----.--: .,- l--l-l -.-pengtrrnDangan trKonomr atau oanlfrln
keberadaan orang di suatu pulau
terpencil untuk
mentrnjukkan effeetive oecttpafion,
retapi yang rcrpeniing adaiah apaliah

ada suatu pengaturan hukum atau
instrumen hukum, regulasi atau

k-egra-tan admimstratif lainnya
tentang puiau tersebut teriepas <iari

isi kegiatannya. Keputusan ini juga
tidak memberikan makna hukum
terhadap pembang'#en resort yang

dilakukan oleh Malaysia setelah
1969 dan juga kegiatan perikanan

nelayan Indonesia yang tidak
didasarkan atas peraturan perundang-

undangan. Perlu digarisbawahi
bahwa bukti-bukti yang diajukan
adalah kegiatan Belanda dan

ii-rdoiiesia i-rielaw-an bukti liukiir-,i
Inggris. Jadi dari segi kacamata
hukum internasional, Malaysia
mendapatkan pulau-pulau tersebut
bukan atas kegiatannya sen<iiri tetapi
atas kegiatan hukum Inggris yang

dilakukan pada tahun 1917, 1933,
1962 dan 1963 jauh sebelum
Fe<ierasi Maiaysia dengan
keanggotaan Sabah dibentuk pada 16

September 1963. Indonesia
berdasarkan treaty-based title, yaitu
lEgl Oonve,ntion yaxg mem^ba-gi

wilayah Belanda dan Inggris, tetapi
Indonesia tidak mencantumkan dua
pulau itu dalam UU No. 4lPrpll960
tentang Perairan Indonesia, walaupun
menurut Konvensi 1891 Sipadan-
Ligitan berada di bawah wilayah
Belanda yaug dilanjutkan Pada
Indonesia. Idahkamah lebih
memperhatikan Effective Control
oleh Inggris yang diteruskan pada

Malaysia, yaitu (1) collection of
iur-tle eggs sbg ilrc mosi iiniiortant
economic activity in 1914, (2)

establishment of a bird sanctuary in
1933. (3)constructed lishtlxouses in
.t 'r' ,ozn 7l
ilte earty rvous

1l--.-'- lDro.
tyokronisilicus.wordpress.c oml2}l I I l2l I 5 k
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Doktrin Pendudukan Efektif
Doktrin pendudukan efektif atau

e,f,fective occupotion berkaitan
<iengan prinsip peroiehan wiiayah
dalam hukum internasional Yang
pada umumnya didasarkan atas salah

satu dari kedua hal sebagai berikut:72

l. Pada umumnya berdasarkan atas

salah satu dart" atau kedua hal

sebagai berikut: Argumen atas

dasar Peqaryian Internasiona!
yang telah ada sebelunrnYa
(treaty-based aigument). Dalam
hal ini para pihak yang
l- ^-^^.- -1-^r^ --- ^-- ^:=---!----- -J-----DersEilgKtrla In\rlrBBlflranarr uilsar
pijakan bagi hak berdaulat nYa
atas dasar perjanjian di masa lalu
yang m€nyangkut wilayah
sengkeia tersebut. Seringkaii
dalam hal seperti ini PrinsiP
chain of title atau hak berantai
dikemukakan oleh Para Pihah
ciaiam arti negara tersebut

menerima haknya atas wilayah
itu dari penguasa sebelumnya
(predecessor- successor chain of
trtle relatlons) Ada beberaPa
kelemahan dari argumen
berdasarkan perjanjian ini.
Pertarna, seringkali ada ketidak-
ielacan rnenoenei hal-hal r-ran-q

-iLi-J-ii

diatur dalam perjanjian tersebut
sehingga dapat menimbulkan
interpretasi ganda (multi
i-tomrafa*inn\ ko.ilu rtren-<rertei'iiiTtiPita<i.arvTih wlA rtlvrlEwrrel.

a. bunyi naskah tersebut
(wording), atau mengenai, b.

keadaan-keadaan di sekitar
+^-L^-+..1--.,^ -^-1-^1-- +arra!--"+
LEi Uciliuiriiya rralJr\rtl l(,t JliuLtt

(relevant situation). Kedua,
terjadinya perubahan-perubahan
atas keadaan (chanee of

asus-sengketa-pulau-sipadan-ligitan-antara-
indonesia-malaysia-dalam-icj/
72 iurnai iiuirum rian Pembangunan, i'{omor
I Tahun )OGIII Maret 2003, Hlm. 15

circumstances) baik dalam hal a.

adarrya perubahan atas fisik
wrla-,vah sengketa-' ata-u dala-m hal

b. perubahan kairiah hukum
yang menyangkut status wilaYah

tersebut atau menYangkut hak

dan kewajiban Para Pihak.
2. Argumen atas dasar Praktek-

praktek rregara (State Practices),
khususnya yang dilakukan oleh
fiegaia yai,g bersengketa

tersebut atas wilaYah sengketa
yafig pada dasamYa untuk
menunjukkan adanYa bukti
pengiiasaaii secara eftktifl
Hukum Internasional Pada
prinsipnya mensyaratkan dua hal

yang menjadi dasar bagi
diaiukarurya argumen Praktek
negaru ini. Pertama, adanYa

pernyataan kehendak

(expression of intent) untuk
menguasai cian memerintah

wilayah tersebut, baik Yang
dinyatakan secara formal
maupun secara informal. Kedua,

dilakula.nnya tindakaa nyaJa

(effective actions) oleh negara

itu atas wilayah tersebut, baik
berupa tindakan Pemerintahan
eksesekutif administratid
pembentukan huktrn atau

legislatif, maupun tindakan
penegakan hukumlPolisional dan
.^ 'rl.ilzo+ifJ UsrABarr.

Cara-cara Perolehan WilaYah
Selain prinsiP Pendudukan

wilayah secara efektif, hukum
internasional mengenal beberaPa

cara tradisional lainnya yang secara

umumdiakui dalam rangka

memperoleh kedaulatan wilaYah.

Cara-eata terscbut, seeara iangrsurig

memiliki analogi dengan metode-

metode yang terdaPat Pada hukurn

perelata mengenai Qara Perolehan
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pemilikan pribadi. Kelima cara

tersebut adalah sebagai berikut :

1). Aneksasi
aneksasi aaaiah suatu meto<ie

perolehan kedaulatan wilayah yang

dipaksakan, dengan dua bentuk
lrcqAqqn'

a. apabila witaYah Yang
dianeksasi telah ditundukkan
oleh negara Yang
menganeksasi tanpa aC,atYa

pengumuman kehendak;
b. apabila wilayah Yang

dianeksasi dalam kedudukan
-'-'-- r-^-^--beilar bera,ia ,iiy4rrB utrrrar

bawah negara Yang
menganeksasi Pada waktu
diumumkannya kehendak

aneksasi oieh negara iersebut.
Penaklukan wilayah seperti (a) tidak
cukup untuk menimbulkan dasar bagi
perolehan hak. Sebagai

tambahannya. maka harus aoa

tersebut harus dilanjutkan dan

mengarah kepada adanya suatu

otoritas ny ata yang berlangsung terus

meoerus dan berlangsung scaara

damai.
Dalam beberapa kasus

tententu diperlukan Penentuan
keluasan rrilayah yang tercak-';p oleh
tindakan Okupasi. Beragam teori
mengenai masalah ini telah

dikemukakan dalam sejarah hukum
internasional. Dua dali teori+eori
tersebut dianggap memiliki arti
penring dalam kaitannya dengan

klaim-klaim beberapa negara tertentu

di daerah kutub, yaitu:
1. Teori Kontinuitas

(Continuity).
Menurut teori ini suatu

tiridakan okupasi di suatu wiiayah
tertentu memperluas kedaulatan
negara yarlg melakukan okuPasi

sejarlh cliperh.tkan rtntr.tk menjamin

keamanan atau pengembangan alam

di wilayah terkait.
2. Teori Knntimritas

(Contiguity).
Menurut teori ini kedaulatan

rlegara yang melakukan okuPasi

tersebut mencakup wilayah-rvilai'ah
yang berbatasan Yang secara

geografis berhubungan dengan

wilayah terkait.
ts'edua teori tersebut samPai

pada tingkat terrentu tercermin dalam

klaim-klaim yang diajukan oleh
negara-negara terhadaP wilaYah

kufub ber.iasarkan priiisip secior
(sector principles). Dengan klaim-
klaim berdasarkan PrinsiP ini.
beberapa negara Yang wilaYahnYa

berbatasan ciengan kutub teiah

rnerryatakan suatu hak kedaulatan

terhadap tanah atau laut membeku di

dalam suatu sektor yang dibatasi oleh
garis pantai wiiayah ini dan oieh
garis-garis bujur yang berpotongan di
kutub utara atau kutub selatan.

Klaim-klaim seperti ini telah

dikemuk-akan baik- dr Ar-ctie (oleh

Rusia dan Kanada khususnYa)

maupun di Antartika (oleh
. Argentina, Australia, Inggris, Chile,

Perancis, Ns*x Tealand, N.orv"egia).

Dasar pembenaran utama untuk
klaim-klairn sektor tersebut adalah

tidak dapat diterapkannya prinsip-

prinsip normal asumsi fisik kontrcl
yang tersirat dalam hukum

internasional mengenai okuPasi

terhadap wilaYah-wilaYah kutub

yang tidak dapat dimas',iki dengan

kondisi-kondisi iklim dan kurangnya
pemukiman. Sektor-sektor ini sendiri

sesuai dengan Pembagian Yang adil

dan paritas. Di iain Pihak, kiianYa

tidak dapat disangkal bahwa klaim-
klairn sektor tersebut sebenarnya

hanyalah sekeclar Pengl-lmllman
' mengenai kehen<iak di masa

9l
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mengenai soal ini. Dalam kasus ini
yang dipersengketakan adalah hak

utut Eastern Greenland oleh

Norwegia <ian Denmark- Daiam

kasus ini Denmark mtrmpu

membuktikan keadaan-keadaan yang

memperlihatkan adanya kedua unsur

tersebut yakni adanYa kehendak

trntuk menjadi pihak yang berdaulat

terhadap wilaYah tersebut, dan

kemudian melaksanakan kedaulatan

tersebut secara pantas, sebagai bukti
perwuj udan kehendaknYa.

balam Minquiers and Echrechos

Case yang berkaitaii deiigaii seirgketa

klaim antara Inggris dan Perancis

terhadap pulau-pulau kecil Citanel,

ICJ menekankan PentingnYa
peiaksanaan airtuai dari " fungsi-

iungsi ttegatat', yaitu pemerintah

lokal, yurisdiksi lokal dan tindakan-

tindakan kekuasaan legislatif,

sebagaimana terbuirti dari

dipertunjukkannya kedaulatan terus

menen$ yang diPerlukan untuk

mernperkuat hak. Karena alasan

rmla.h dengal buktr pelaksanaan

fungsi-fungsi rregara Yang telah

berlangsung latna oleh Penguasa
Inggris, Mahkamah rnengabulkan

kJaino Inggris. Tindakan yang han;'a

bersifat menemukan suatu wilaYah

(discovery) semata-mata oleh suatu

negara tanPa adanYa u$aha Yang

lebih dari pada itu tidaklah dianggap

cukup untuk memberikan hak untuk

melaksanakan okuPasi- Dengan

demikian Pemilikan Yang belum

lengkap teisebut harus ditanjutkan

dan mengarah kePada adanYa suatu

otoritas nyata yang berlangsung terus

menerus dan berlangsung secara

<iamai.
Kritik lain atas klaim-klaim seklor

secara tegas dan tepat ditujukan pada

sifat tielak tetapnya garis-garis sekror,

ierhaciap fakta bahwa garis ini

mendatang untuk memegang kontrol
sepenuhnya, sestratu Yang hamPir

sama dengan keinginan untuk

rnenunjui<kan iingicungan pengaruh

atau lingkungan kepentingan dalam

hubungan internasional- Yang
penting, negara-negara sektor harus

berusaha untuk memPerkuat hak

mereka dengan cata'cara kontrol
administrasi aktivitas negara yang

secara tradisional digunakan oleh

okupasi dengan sendirinYa tidak
cukup memenuhi PersYaratan ini.
Juga aktivitas-aktivitas individu
s€cara pribadi yaiig ii'3ak terikat pa,ja

suatu institusi dan tidak memiliki
otoritas, tidak berlaku untuk tujuan
ini. Syarat kedua berkaitan dengan

peiaksanaan suatu ke<iauiaian negara.

Hal ini dapat diPenuhi dengan

menunjukkan bukti konkret
pemilikan atau kontrol sesuai dengan

sifat kasusnya. Suatu asumsi fisik
dari kedaulatan dapat ditunjukkan
dengan:

a. suatu tindakan Yang jelas atau

simbolis atau dengan
langkahJangkah legislatif
dan eksekutif Yang berlaku di
wildyah Yang diklaim,

b. atas melalui berbagai
penjanjian dengan negara lain
yang rnengakui kedaulatan

negara Yang rnengajukan

klaim tersebut,
c. atau dengan PenetaPan batas-

batas wilayah dan seterusnYa.

Tingkat kekuasaan vang diperlukan
untuk tujuan ini berbeda-beda sesuai

dengan keadaannya masing-masing'

Dengan demikian suatu wilayah yang

relatif terbelakang memerlukan
kontitri dan Pemeriniahan Yang
belum tentu sama rincinYa dengan

wilayah yang lebih maju atau lebih
memiliki peradaban, Kastts Eastem

Greenianci memberikan gambaran

'.--
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merentang menyeberangi wilayah-
wilayah laut bebas yang luas. Prinsip
Pendudukan Efektif dalarn Kasus

Puiau iviiangas (Isiarui of Paimas
Case) antara Belanda melawan
Amerika Serikat tahun 1928. Untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai okupasi efektif, maka
kasus Island of Palmas merupakan
contoh yang baik. Sebagai dampak
perang Spanyol-Amerika pada tahun
1889, Spanyol menyerahkan Filipina
kepada AS, berdasarkan Perjanjian
Paris 1889. Pada tahun 1906, Pejabat
negara AS mengunjungi Pulau
Miangas. Ia sangat meyakini bahwa
pulau tersebut merupakan bagian dari
wilayah yang diserahkan kepada AS.
Ia sangat terkejut sewaktu
menemukan bendera Negara Belanda
berkibar di sana. Pulau Miangas
terletak kira-kira 50 Mil di sebelah

tenggara Semenaqlung San Agustin
di atas pulau Mindanao. Pulau
Miangas memiliki panjang 2 mil
dengan lebar kurang dari I mil.
Scbagai keLanjuran da;i suatu
perundingan yang gagal, akhirnya
Belanda dan AS mengajukan
pertanyaan mengenai kedaulatan atas

pulau tersebut kepada arbitrase.
Arbitrase ini dipimpin oleh seorang
Arbitor bernanra Max huber.

Beberapa Aspek Penting dari
trlan,r+rrcon A.lri+nr IiLo titrhrr!i\gPiiiU.eii diiiiaui JIM cr.lluur

sengketa yang menyangkut
kedaulatan atas sejunlah wilayah,
maka sudah merupakan kebiasaan
---+,,1- *^-^t^^L -.UniiiK irrGiieiiiiiii negara-negarA mAna

saja yang rnengklaim kedaulatan
tersebut, yang memiliki alas hak
yang sah yang lebih tinggi (baik itu

- -t-r :m€IaIul pcnycrahaweession,
penaklukan, maupun Okupasi) atas

negara-negara lainnya yang juga
mengajukan klaim yang sama.

Meskipun ciemikian, jika perseteruan

didasarkan pada kenyataan bahwa
pihak lainnya juga telah menemukan
kedaulatan, maka hal itu tidak cukup
untuk membentuk aias hah karena
harus ditunjukkan pula bahwa
kedaulatan atas wilayah tersebut juga
telah berlangsung dan tetap ada pada

saat putusan untuk perselisihan itu
ditetapkan. Alas hak dari penyerahan

kedaulatan wilayah dalarn hukum
intemasional juga berdasarkan atas

tirdakan okupasi efektil dengan
mengasumsikan bahwa negara yang

menerima memiliki kemampuan
untuk mengatur secara efektif
wilayah yang diserahkan tersebut.

Dalam cara yang sam4 penambahan
wilayah secara alami dapat dianggap
sebagai suafu penambahah atas

bagran wilayah yang telah ada

kedaulatan yang sesungguhnya. Oleh
karena itu merupakan hal yang wajar
apabila untuk mewujudkan
kedaulatan dibutuhkan suatu

tindakan yang terus menerus dan
juga dilakukan secara damai.

Perkemba.ngan hr.rk-rrm internasiona,l
yang marak pada abad 18 menuntut
bahwa okupasi yang seharusnYa

efektif akan tidak dianggap sebagai

suatu ok-upasi efektif. Jika eftk-tifitas
tersebut hanya dibutuhkan
pada saat tindakan pengambilalihan,

namun tidak pada saat pemeliharaan

daerah tersebut. Perxujudan dari
kedaulatan wilayah mengasumsikan
bentuk-bentuk yang berbeda
berdasarkan kondisi waktu dan

tempat. Meskipum secaia prinsipil
kedaulatan tersebut dilakukan secara

terus menerus, pada kenYataannYa

kedaulatan tidak dapat dilaksanakan
pada setiap saat di setiaP iitik
wilayah yang bersangkutan. Alas hak
yang dikemukakan oleh para Pihak
AIas Hak yang dikemukakan oleh
amerika Serikat yang meruPakan
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"=,-.dasar klaim adalah penyerahan

seperti yang dituangkan dalam
Perjanjian Paris tahun 1898 tentang
pengakhiran perang attara amerika
Serikat dengan Spanyol. Dalam
perjanjian tersebut penyerahan dari
Spanyol ke Arnerika Serikat
memberikan seluruh hak kedaulatan
yang dimiliki oleh Spanyol
terdahulu, termasuk atas pulau
Palmas atau Miangas. Dengan
demikian Amerika Serikat
mendasarkan klaimnya sebagai

suksesor dari Spanyol. Diakui oleh
kedua belah pihak bahwa Hukum
lnternasional mengalami perubahan

mendasar antara akhir dari Abad
pertengahan dan akhir abad 19,
berkaitan dengan hak-hak penemuan

dan akuisisi dari daerah yang tidak
didiami atau daerah yang didiami
oleh orang-orang dari suku
terbelakang. Kedua pihak juga
menyetujui bahwa fakta yuridis harus
disesuaikan dengan hukum yang
lebih moderq dan bukan hukum
yaog berlaku pada saat pcrselisihan
tersebut mencuat untuk diselesaikan.
Belanda medasarkan klaim
kedaulatan mereka dengan cara
mendrs:.rkan kenada alas hak
pelaksanaan kewenangan negara
yang damai dan secara terus

menerus. Hal ini berlaku sebagai
k'.L+; lrar{or,lofon zlolom hr,t.tmuulai ivu4u4@rr v4t4trl lluAqtll

intemasional. Dalam penilaian
Arbitor, Belanda telah berhasil dalam
mewuj udkan fakta-fakta berikut ini:

^ n.,I^,. r\ r:^-^^^ :l^-+:1-a. i- url1u rvuarrgalJ l(rlttltlrt
dengan pulau yang memiliki
nama yang sama atau serupa,
yang telah ditemukan sejak
, 7 i-nn o-l-1. .r t- - -:-[anun r /uu. Datan satu Daglurn

dari pulau tersebut bemama
Sangi (Kepulauan Tau Latse).

b. Wilayah ini sejak tahun 1677

terus berhubungan dengan

East Indian Company dalam
hal ini dengan Belanda,
melalui perjanjian yang

<iibuat ber<iasarkan kekuasaan
raja.

c. Undang-Undang, Yang
menunjukkan adanYa

karakteristik otoritas negara

yang dilaksanakan baik oleh
wilayah yang diPerintah
maupun negafa penguasa

berkaitan dengan Pulau
Palmas, telah ditetaPkan
attara periode tahun\ 1700-

1898, begitu juga dengan
periodetahun 1898 dan 1906.

Tindakan yang mengatur baik secara

langsung maupun tidak langsung
pelaksanaan kedaulatan Belanda di
Pulau Palmas, khususnya di abad 18

dan 19 tidaklah banyak. BanYak
pertentangan yang harus

dipertimbangkan dalam bukti
pelaksanaan kedaulatan secara terus
menerus. Namun harus Pula
pertimbangan bahwa pelaksanaan

k-eda.rrlatan terhadap pulau yang k-eeil

dan terpecil, yang dihuni hanya suku-
suku asli, bukanlah sesuatu Yang
mudah untuk terlaksana secara terus
flrenenJs dalarn wakJu 5,ang sangat

lama. Untuk membuktikan Pihak
mana saja yang menganggaP dirinYa

telah memiliki kedaulatan d'i atas

Pulau Miangas tersebut, oukr:Plah

dengan ditunjukkannya kedaulatan
pada tahun 1898, dan yang telah ada

secara terus menerus dan damai

sebelum waktu tersebut dengan
jangka waktu yang cukuP lama.

Tidak adanya konflik anta;ra Spanyol
dan Belanda menyangkut Pulau

iviiangas selama iebih dari dua abad,
merupakan bukti tidak Iangsung dari
dilaksanakannya kedaulatan
eksklusif oleh Pernerintah Belanda.
Daiam peniiaian arbitor, ticiak ada
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lagi bukti lain yang menunjukkan
pelaksanaan kedaulatan lebih dari
yang ditampilkan oleh Belanda, baik
itu oieh Spanyoi maupun oieh negara
lain. Suatu tindakan Okupasi lebilt
sering didahului oleh tindakan
penemuan di dalam tahap awalnya.
Hal ini tampak dari Island of Palmas.

B. Upaya melalisanakan doktrin
effective occupation Pulau-
pulau Terluar di wilayah
NKRI

Pembukaan Undang-Undang
Dasar t945, alinea IV menyebutkan
'?emerintahan Negara Indonesia
melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum,..... dan
keadilan sosial". Amanat tersebut
dirumuskan lebih la4jut dalam
Undang-Undang No. 25 tahrn 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yarlg arfiara
lain berisi landasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nesional (RPJMN) vans menrnakan', J --'e

tahapan pencapaian visi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025. .
RpTI\lfN noerrrrrrrrclran fenfanoen qerfa

strategi kebijakan dan target yang
akan diambil untuk menjawab
permasalahan nasional dalam 5 tahun
Lo .{o^o- ^ar{o L.r-rn .troL*r. ?n ln-Aw iiuP@li iEv4 Au4rr YY4ncs -vlv-
2014. RPJMN 2010-2014 ini
merupakan pedoman bagi seluruh
komponen bangsa baik itu
-^-^-i-+^L -^^-,^-^l-^+ 

l^- J..-:^
l^;Utcllllt.tfl, rrralsyarraur.l[ r.filrr (lulllal.

usaha, dalam mewujudkan cita-cita
dan tujuan nasional secara sinergis,
koordinatif, dan saling melengkapi.
r.-t-1 : I a:-: hDn nt 

^n 
tn an { rrvlelalul rvflsr fi-rurvrr\ zv lv-zv t+

dinyatakan bahwa Kesejahteraan
rakyat tidak hanya diukur
material, tetapi juga secara
yang memungkinkan

Indonesia menjadi manusia yang
utuh dalam mengejar cita-cita ideal,
dan berpartisipasi dalam proses

pembangunan secara iireatii
inovatif, dan konstruktif.
Pembangunan menuju Indonesia
yafig sejahtera mengandung
pengertian yang dalam dan luas,

mencakup keadaan yang mencukupi
dan memiliki kemampuan bertahan
dalam rnengatasi gejolak yang
terjadi, baik dari luar maupun dari
dalam. Ancaman krisis energi dan
pangan yang terjadi pada periode

2005-2008 dengan harga komoditas
pangan dan energi mengalami
gejolak naik dan turun secara amat

tajam dalam kurun waktu yang

sangat cepat, telah mengakibatkan
banyak rakyat merasa terancam
kesejahteraanya meskipun
pemerintah telah berupaya
melindungi masyarakat melalui
kebijakan subsidi pangan dan energi
yang sangat besar. Dengan demikian,
membangun dan mempertahankan
kctahana.n patrgan $ood security) dan
ketahanan energr (energt security)
secnra berkelanjutan merupakan
salah satu elemen penting dalam misi
mencapai _^ kesejahteraan rakyat
Indonesia." Dalam kurun waktu
antara tahun 2010-2014 yang
ditentukan sebagaimana terkandung
di dalam misi RPJI{I'{ sebagairnana

tersebut di atas, bahkan pada kurun
wakru hingga tahun 2010,
pelaksanaannya tidak dirasakan oleh
warga masyarakat yang hidup di
wilayah-wilayah perbatasan dan
masyarakat yang ada di beberapa
pulau terluar di wilayah Negara
Kesatuan Repubiik indorresia
(NKRI). Padahal Undang-Undang
No 22 Tahun 1999 tentangsecara

rohani
rairyat ^ RPJtvD{ zoto-2014
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Pemerintah Daerah, memasukkan
pengelolaan wilayah laut dengan

tujuan agar daerah memPunYai

tanggung jawab teriradap keiestarian

lingkungan dan Pengembangan
potensi sumber daya kelautan di
wilayahnya masing-masing. Dengan

kewenangan daerah unfuk mengelola

wilayah laut samPai batas Yang
ditentukan, daerah memPunYai

peluang lebih besar meningkatkan

perekonomian masYarakat Pesisir
pada khususnya dan pendapatan asli

daerah pada umumnya. Dalam

rangka menjaga keutuhan wilaYah

negara, serta meningkatkan
kesej ahteraan masyarakat di wilayah
perbataan, maka perlu pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar dengan

memperhatikan keterPaduan

pembangrrnan di bidang sosial,

ekonomi, budaya, hukum, sumber

&ya manusia, Pertahanan, dan

karena lebih mengedePankan

pembangrrnan di darut. PenYebab

pulau-pulau kecil terluar diklaim

net'ara t?,taogga karena buruicnYa

sisiem administrasi Pemerintah
daerah. Mereka tidak Pernah
memasukkan Pulau-Pulau itu ke

dalam Peta kawasan, aPalagi

mengembangkan Pulau-Pulau itu
Pemirintah daerah diharaPkan

mengalokasikan anggaran untuk

-e*bangut pulau-pulau kecil terluar

dengan rnengedePankan asPek

kesJjahteraan masYarakat da1

kediulatan, disamping itu pemerintah

daerah membuat master Plan atau

rancangan utama Pembangunan
pulau kecil terluar- Kemudian

runcanga, itu harus direalisasikan

dengan kinerja konkret dan alokasi

dana yang jelas.'o Menurut EttY R'

Agoes, sesuai dengan keadaan nYata

wilayah rlegaru Republik Indonesia'

diperkirakan data jumlah kepulauan

In-donesia adalah 17.508 Pulau'
Jumlah pulau bernama 5.707, Pulau
tidak bcrnama 11.801, luas perairart

3.205.908 km2, laut teritorial 300'000

km2, perairan kepulavan 2.905'743-

lcrnz- 
- 

Zona Ekonomi Eksklusif
nh.agz k-nn2, Panjang garis Pantai
81 .2g0 k * ." Menurut Danar

Widiyanti, terdaPat 67 Pulau Yang

berbatasan langsung dengbn trcgara

tetangga, 10 pulau diantaranya perlu

mendapat Perhatian khusus, karena

terletak di Perbatasan terluar'

Kesepuluh Pulau tersebut adalah

pertimbangan itu maka Pemerintah
telah menetapkan Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2005 tcntang

Penselolaan Pulau-Pulau Kecil
Terlirar. 74 Perlu diketahui bahwa

sedikitnya 12 wilayah pulau terluar

di Negara Kesatuan RePublik
Indonesia (NKRI) berPotensi

menimbulkan konflik dengan negara

lain sehingga Perlu mendaPat

perhatian Can Penanganan serius

pemerintah dan instansi terkait"
Selama ini, Pemerintah daerah

menganaktirikan pulau kecil terluar

keamanan. Berdasarkan

74

https :/ldocs. google. com/viewer?a:v&q:cac
he:ixeRodl-
PeAJ: staff.uny. ac. id/system/fi les/penelitian/

Danaf/o252
75

http://www. lintasberita. com/Nasio nal/Berita

-Lokal/ I 2-pulau-terluar-indonesia-
berpotensi-konflik,

75http ://regional.kompas' comlread/2

0 I 1/08/1 8/1 2 1 80657/Pemda. Anaktirikan' Pul

auJerhat
" EW R Agoes, Kebijakandan

Strategi Pembangunan Kelautan dan

Perikanan Dalam Mengisi Wawasan

Nusantara, Jurnal Hukum dan

Pembangunan, No.1 Tahun )OOCII,
Januari-Maret 2003. Hlm. 53-
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pulau Sekatung di provinsi
Kepulauan Riau, Pulau Marore dan
Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi
Utarq Puiau Fani, puiau Fanii<io dan
Pulau Bras di Provinsi papua, pulau
Rondo di Nangro Aceh Damrsalam
(NAD), Pulau Berhala di provinsi
Sumatra Utara, Pulau Nipa di
Provinsi Riau dan Pulau Batek di
Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT).78 Kondisi wilayatr baik
daratan maupun lautan setelah
berpisah dengan Timor-Timor
lndonesia panjang garis pantai lebih
dari 80.570 km, luas laut teritorial
sekitar 285.005 km, luas laut
prairan ZEE 2.692.762 km, luas
perairan pedalaman 2.0L2.392 km,
luas wilayah daratan 2.012.402 km,
l,'as wilayah perairan Indonesia
5.877.879 krn, yang langsung
menjadi batas Indonesia dengan
negara tetangga. Indonesia
mempunyai batas maritim dengan l0
(sepuluh) negara tetangga yaitu:
India" Thailand, Malaysia,
Singapore, Victnam, philipina,
Palau, Papua new Guinea, Australia
dan Timor Leste. Adapun ke-12
pulau yang terancam itu ialah pulau
Rondo, pulau Sekatung, pulau Nipah,
pulau Berhala, pulau Miangas, pulau
Marapit, pulaua Bross, pulau
Fanildo, pulau Marore, pulau Batik,
dan pulau Dana. Di r.vilayah
Provinsi Sulawesi Utara terdapat tiga
pulau terancam sebagaimana
disebutkan di atas. Miangas
Koordinat: 5"34'2"L'{J,12G"3q,S4,,BT
adalah pulau terluar Indonesia yang
terletak dekat perbatasan antara
Indonesia dengan Filipina. pulau ini
terinasuk ke daiam desa iviiangas,
kecamatan Nanusa, Kabupaten

Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi
Utara, Indonesia. Miangas adalah
salah satu pulau yang tergabung
cialarn gugusan Kepuiauan Nanusa
yang berbatasan langsung dengan
Filipina. Pulau ini merupakan salah
satu pulau terluar Indonesia sehingga
rawan masalah perbatasan, tororisme
serta penyelundupan. Pulau ini
memiliki luas sekitar 3,15 km2.
Jarak Pulau Miangas dengan
Kecamatan Nanusa adalah sekitar
145 mil, sedangkan jarak ke Filipina
hanya 48 mil. Pulau Miangas
memiliki jumlah penduduk sebanyak
678 jiwa (2003) dengan mayoritas
adalah Suku Talaud. perkimpoian
dengan warga Filipina tidak bisa
dihindarkan lagi dikarenakan
kedekatan jarak dengan Filipina.
Bahkan beberapa laporan
mengatakan mata uang yang
digunakan di pulau ini adalah peso.
Pulau Marore Koordinat
4" 44' 14"LU,125"29' 42"87, terletak
di Gugus kepulauan Sulawesi. pulau
Marore adalah pulau terlua.r
Indonesia yang terletak di Laut
Sulawesi dan berbatasan dengan

. negara Filipina. Pulau Marore ini
noerupakan bagian dari riilayah
pemerintah Kabupaten Kepulauan
Sangihe, provinsi Sulawesi IJtaru.
Pulau ini berada di sebelah utara dari
Pulau Sangihe dengan koordinat 4o
44',14" LU, 125" 2g'42" BT. Pulau
Marampit terletak di Gugus
kepulauan Sulawesi. Pulau Marampit
adalah pulau terluar Indonesia yang
terletak di laut Sulawesi dan
berbatasan dengan negara Filipina.
Pulau Marampit ini merupakan
iiagian dari wiiayah pemerintah
kabupaten Kepulauan Talaud
provinsi Sulawesi Utara. pulau ini
berada di sebelah timur laut dari
puiau Talauci dengan koordinat 4"
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